BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan, yang terbagi atas beberapa daerah
Provinsi dan daerah Provinsi dibagi menjadi Kabupaten/Kota yang memiliki

pemerintahan daerahnya sendiri. Munculnya UUD No. 32 Tahun 2004, selanjutnya
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pemerintahan daerah, didasarkan pada alasan dan pertimbangan administratif
seperti efisiensi dan efektivitas. Dalam hal ini tentunya pemekaran daerah bukanlah

sesuatu yang dilarang atau tabu (Sari et al., 2018).



Pemekaran daerah adalah bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dalam

rangka membagi suatu wilayah menjadi beberapa bagian dengan tujuan agar

pemerintahan dapat beroperasi secara lebih efektif dan efisien (Pratiwi Sofia &

Sutanto, 2023). Saat ini pemekaran wilayah Kabupaten menjadi salah satu

pendekatan yang banyak diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintah daerah dan
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aparatur pemerintah yang memiliki keterampilan kurang dalam menangani tugas

pemerintah yang telah dibebankan, serta beberapa kondisi administrasi yang kurang

memadai. Searah dengan berjalanya waktu, pada kebanyakan Provinsi serta



Kabupaten/Kota mengalami perubahan jumlah penduduk yang besar. Perubahan

jumlah penduduk tersebut diikuti dengan penyediaan berbagai fasilitas. Penyediaan

fasilitas ini menjadi masalah serius karena jumlah fasilitas yang diperlukan harus

seimbang dengan jumlah fasilitas yang tersedia. Jika penyediaan fasilitas yang

dibutuhkan masyarakat mengalami kekurangan ataupun kelebihan, maka hal ini
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prasarana yang memadai untuk keperluan baik pendidikan dan juga sosial. Seiring

dengan proses pemekaran, wilayah tersebut akan mengalami perubahan baik secara

fisik maupun sosial. Oleh sebab itu, diperlukan penyesuaian dalam penyediaan



sarana dan prasarana terutama dibidang pendidikan dan sosial. Hal ini sejalan
dengan RPJMD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022, yang didalamnya
membahas tentang fokus pembangunan infrastruktur baik pendidikan, kesehatan
maupun infrastruktur yang lain (Bappeda, 2022).
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Wilayah yang luas menjadi tantangan dalam upaya pemekaran wilayah baru,
pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah secara administratif belum bisa
dijalankan secara mandiri, secara otonom masih harus berhubungan dengan
Kabupaten yang lain, terutama dalam hal penyediaan layanan pendidikan dan

sosial. Ketersediaan sarana pendidikan dan sarana sosial yang belum dapat
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2. Ketersediaan jumlah sarana pendidikan dan sosial yang belum seimbang

dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.



3. Cakupan wilayah yang luas menjadi hambatan dalam penyediaan sarana dan
prasarana di Kabupaten Bener Meriah.
4. Kebutuhan sarana pendidikan dan sosial di Kabupaten Bener Meriah belum

sesuai dengan jumlah sarana yang tersedia.
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Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:
1. Untuk mengetahui dampak pemekaran daerah terhadap ketersediaan sarana

pendidikan di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023.



2. Untuk mengetahui dampak pemekaran daerah terhadap ketersediaan sarana

sosial di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang diharapkan yaitu:

Manfaat Teoritis

1 T Tntiilr armnnio T Thivrarcitac Nlacari NMadan rnanalitinn 1ni A.'lnrlrapkan dapat
mnelitian bagi

dan Digital

2 pengetahuan
h.
| 1gan maupun

wrakat terkait

2 arensi  untuk

2jalan dengan

3 oritis  dalam
g I wsus dalam

penyediaan sarana pendidikan dan sosial yang ada di Kabupaten Bener

Meriah.



